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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 43 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur 
Kepulauan Bangka Belitung tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 .tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, 
dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubrik 
Indonesia Nomor 4503); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Inoonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
 

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); 
 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretiriat Daerah dan Sekretariat 
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 
 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Daerah provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 
Seri D); 
 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga 
Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 
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15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri A); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2013. 
 

Pasal I 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 
terdiri atas : 
 
1. Pendapatan: 

 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Ferimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan 

daerah yang sah 
Jumlah Pendapatan 

 

 
 

Rp 465.931.500.628,21 
Rp 933.756.954.111,00 

 
Rp 141.976.850.000,00 
 

 
 
 
 
 
 

Rp 1.541.665.304.739,21 
 

2. Belanja : 
 

a. Belanja Tidak Langsung 
1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Bunga 
3. Belanja Subsidi 
4. Belanja Hibah 
5. Belanja Bantuan Sosial 
6. Belanja Bagi Hasil 
7. Belanja Bantuan 

Keuangan 
8. Belanja Tidak Terduga 

 
 
 

 
 
 

Rp 291.846.964.478,48 
Rp                               - 
Rp                               - 
Rp 223.129.839.829,00 
Rp     2.278.150.000,00 
Rp 168.790,322.331,47 
Rp 239.229.313.188,00 

 
Rp     8.119.000.982,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rp    933.393.590.808,95 
 

b. Belanja Langsung 
 
1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang dan 

Jasa 
3. Belanja Modal 

 
Jumlah belanja 
Surplus/(defisit) 

 
 

Rp   92.748,562.396,00 
Rp 400.764.845.142,50 

 
Rp 482.351.657.014,00 

 

 
 
 
 
 
 

Rp    975.865.064,552,50 
Rp 1.909.258.655.361,45 
Rp  (367.593.350.622,24) 
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3. Pembiayaan 

 
1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 

 
 

Rp 377.593.350.622,24 
Rp   10.000.000.000,00 

 
 
 
 

Rp    367.593.350.622,24 
Rp                                  - 

Jumlah pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan 

 
Pasal 2 

 
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 
 

Pasal 3 
 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 
 

Pasal 4 
 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 
ini. 
 

Pasal 5 
 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Pasal 6 
 
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 
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Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Desember 2012 

 

GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
EKO MAULANA ALI 

Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 28 Desember 2012 

 

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG, 
 

dto 
 

IMAM MARDI NUGROHO 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI A 


